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Penanganan Kesulitan Integritas
Perkara Mengakses » Aparatur

Lambat Pengadilan < Rendah




Respon Strategis
terhadap Tiga Persoalan Pengadilan

SEMA 2 Tahun 2014 ( 5 bulan tk pertama, 3 bulan tk
band_ing)_ —

Penanganan
Perkara
Lambat ,

SKKMA 214/KMA/SK/X11/2014 (penanganan di
MA paling lama 250 hari)

Implementasi SIPP (case management system)

Penerapan teknologi dalam proses persidangan (Audio
to Text Recording)

Mahkama
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—
—
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Respon Strategis
terhadap Tiga Persoalan Pengadilan

Sengketa & Upaya Hukum disesuaikan dengan nilai ekonomis suatu

» Menciptakan Forum yang dapat berperan dalam Penyelesaian
perkara

Letak gedung pengadilan mudah dijangkau dan memaksimalkan
zitting plaats & Pengadilan didesain untuk melayani orang biasa

‘ Pembatasan Upaya Hukum Kasasi oleh Undang-Undang

Kesulitan \

Me nga kses B Perma No 2 Tahun 2012 (Penyesuaian Batasan Tindak
. Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP)
\\ Pengadilan

A

Perma No 2 Tahun 2015 ttg Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana

/
Perma No 1 Tahun 2014 ttg Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu
Y, : :

Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PN 21 r?usrl‘g

N



Respon Strategis
terhadap Tiga Persoalan Pengadilan

SK KMA No 194A/KMA/SK/X1/2014 ttg
Pembentukan Tim Pembangunan Zona

Integritas MA RI
\
\ SKKMA No 151 A/KMA/SK/IX/2011 ttg
\ Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Integritas \ Intern di Lingkungan MA
] \

Aparatur

SEMA No 2 Tahun 2013 tentang
Rendah

Larangan Memberikan Parsel kepada
Pejabat MA dan Pimpinan Pengadila

SK KMA No 134/KMA/SK/VIII/2016
tentang Pembentukan Tim Penghubung
MA RI Dalam Kerangka Kerjasama MA RI
dengan KPK




Bidang Teknis Yudisial: Manajemen Perkara

rasio produktivitas memutus (case-
deciding productivity rate) di atas 70%

dari beban perkara

Rasio Penyelesaian Perkara (clearance
rate) di atas 100%

prosentase perkara yang diselesaikan
sesuai dengan jangka waktu penanganan
perkara (on time case processing)

ey copy

Pvrige

menurunnya prosentase perkara
tunggakan dari keseluruhan perkara aktif
(case backlog)

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENANGANAN PERKARA




Keadaan Perkara 2016

Sisa 2015 Masuk Jumlah Jumlah Sisa Akhir

2016 Beban Putus 2016
3.950  |14.630 [18.580 |16.223 |2.357




Rasio Produktivitas

Memutus

Rasio Produktivitas Memutus : Tertinggi Dalam Sejarah
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Jumlah Perkara Putus : Terbanyak Dalam Sejarah

Bgono. 1€ e 2016:16.223
16.034 16223 b " ‘
16.000 1
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« 2015: 14.452
14.000 . °
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8.000 -
6.241
" 12,299
. 12,29%
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Jumlah Sisa Perkara 2016

Jumlah Sisa Perkara : Terkecil Dalam Sejarah

* 2016: 2.537
* 2015: 3.950
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Jumlah Minutasi Perkara 2016

Jumlah Minutasi Perkara : Terbanyak Dalam Sejarah
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Rasio Penanganan Perkara

(Clearance Rate) 2016

Rasio Penanganan Perkara : Terbesar dalam Sejarah

2016 seow | o 2016 125,83%

2015 101,40%

L 2
» 2015: 101,40%
2013 100,19%

2072 ISR 93,429

2011 117,19%
2010 108,77%
2009 115,49%

| 24,43%

2008 I 82,47 %

2007 110,91%

80,00%  100,00% 120,00% 140,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%




prosentase perkara yang diselesaikan
sesuai dengan jangka waktu penanganan

s

MA memutus 80, 75 % Perkara Kurang Dari 3 Bulan

2.117

116
13,05%

. 0,72%
— 0,15%

13.100
80,75%

W12sd24

,Agung
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gung.go.id




Jangka Waktu Memutus
Perkara Kasasi

Perdata

Perdata Khusus

Pidana

Pidana Khusus

Perdata Agama

o |t [ |w v [~ ]

Pidana Militer

Tata Usaha Negara




Jangka Waktu Memutus
Perkara Peninjauan Kembali

Perdata

Perdata Khusus

Pidana

Pidana Khusus

Perdata Agama

o kvl | |w N =

Pidana Militer

Tata Usaha
Negara




Catatan atas Kinerja Penanganan
Perkara 2016

Penguatan
sistem
kamar

Jumlah Perkara
Putus [16.223]

Sist Rasio
Melrsnli;nca e IIi’/:odukttivitas
berkas . . emutus
serent=l Kmerja [87,31]
) Terbaik
Sistem dalam
bkorekSI | sejarah MA Jumiah
S Minutasi

[18.404]

Penyelesaian
tugas di luar
jam kerja



Lingkungan
Peradilan
Peradilan Umum
Peradilan Agama
Peradilan Militer
Peradilan TUN
Pengadilan Pajak

Jumlah

Sisa 2015 |Masuk 2016

37.231
88.824
391

750

170
127.366

3.344.569
503.794
3.672
3.117
10.158
3.865.310

Keadaan Perkara Pengadilan
Tk Pertama dan Banding

3.381.800
592.618
4.063
3.867
10.328
3.992.676

3.323.333
449,988
3.469
3.078
1.110
3.780.978

7.168
9.378
44

51.299
133.252
550

789
9.218
195.108




Keadaan Perkara

Masuk

Jumlah Beban

Putus

Cabut

Sisa

3.865.310

3.992.676

3.780.978

16.590

195.108

Keadaan Perkara Pengadilan
Tk Pertama dan Banding

4.584.119

4.712.673

4.541.648

30.050

140.975

\ 4

- 15,68 %

- 15, 28%

-16,76%

- 44,79%

38,40%



TN

Kinerja
Penanganan
Perkara
Pengadilan

Keadaan Perkara Pengadilan
Tk Pertama dan Banding

Rasio
Produkti
vitas

Rasio
Perkara

Rasio
Sisa
Perkara




v ) Kontribusi Keuangan Perkara

kepada Keuangan Negara

3

PNBP 42.604.688.951,30
Uang Denda dan Uang 1.598.995.089.391,00
Pengganti yang dijatuhkan

oleh Putusan MA

Uang Denda dan Uang 2.660.590.857.083,00

Pengganti yang dijatuhkan
oleh Putusan Pengadilan k
Pertama dan Banding

uuuuuuuuuuuuuuuuu




Akses Terhadap Keadilan dan

\ Peningkatan Pelayanan Publik

r g \
\" / \ Penguatan akses
" terhadap keadilan

bagi perempuan
!E dan anak
q P Pembebasan biaya

perkara dan Pos
Bantuan Hukum

Access tO

justice

Sidang di Luar
Gedung
Pengadilan dan di
Luar Negeri




Akses terhadap Keadilan bagi

\ Perempuan dan Anak

Membentuk 5
o - Pengadilan Negeri |
e Mempersiapkan sebagai pilot project|
Kebijakan ;
e Mempersiapkan e PN Stabat
rencana pelatihan e PN Kupang
ToT e PN Cibinong
Pembentukan Pokja (SK PN Manado

No 88/SK/KMA/V/2016 [
jo SK ——
43 /SK/KMA/IV /2015




Lingkungan Jumlah Satker Jumlah Perkara

Peradilan Pemberi Layanan  Melalui PPBP*)
Pengadilan Negeri 227 316
Pengadilan Agama 359 26.451
Pengadilan TUN 28 12

*) PPBP: PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

uuuuuuuuuuuuuuuuuu




Lingkungan Jumlah Posbakum Jumlah Penerima

Peradilan Layanan
Pengadilan Negeri 352 9.897
Pengadilan Agama 120 195.023

Pengadilan TUN




sidang di Luar Gedung Pengadilan

Lingkungan Jumlah Lokasi Jumlah Perkara
Peradilan

Pengadilan Negeri 83 1.194
Pengadilan Agama 370 67.986

Pengadilan Militer




sidang di Konsulat Jenderal RI

Di Luar Negeri oleh PA Jakarta Pusat

Tempat/Konjen RI Jumlah Perkara

Konjen RI di Kuching 191 I
Konjen RI di Jeddah Arab Saudi 127
Konjen RI di Kinabalu Malaysia 200
Konjen RI di Tawau 263
Konjen RI di Kinabalu Malaysia 210

(Desember 2016)




Pelayanan Terpadu Sidang Keliling




2.061.320 Putusan Tersedia di Dlrektorly_@

Putusan per 31 Desember 2016

4 )

Jumlah
Publikasi
Putusan 2016

sebanyak

438.989

putusan

J
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Akreditasi Penjaminan Mutu
Pelayanan Pengadilan

Sertifikasi Pelayanan berbasis
1ISO

Penerapan Manajemen
Pelayanan Inklusif
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3 Seruflkal Akreditasi Penbamman Mutu
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PENGADILAN
NEGERI

A

Program Akreditasi
Penjaminan Mutu

Pelayanan Peradilan

PENGADILAN

\TINGGI




Sertifikasi Pelayanan
Pengadilan berbasis ISO
9001:2008 dan 9001:2015




Penyebarluasan Informasi Peradilan ©

Meja Informasi

\EIEIEL
Jurnal

Case
Management i,.iﬂ"ﬁ,ggﬁéﬁ
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Newsletter S X
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website yang ramah bagi
penyandang tuna netra

para hakim untuk lebih sensitif
dalam menyidangkan perkara
yang berkaitan dengan
penyandang disabilitas

prototype gedung pengadilan yang
ramah bagi penyandang disabilitas

Mahkamah Agung
Republik Indonesia
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Kebijakan Bidang Teknis Yudisial &

 SEMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghentian Penggunaan
Biaya Proses Penyelesaian Perkara Yang Tidak Sesuai dengan
Ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses
Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

« SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan
Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

 SEMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat
Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
di Pengadilan

 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

uuuuuuuuuuuuuuuuu




Kebijakan Bidang Teknis Yudisial

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam
Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pada Peradilan Tata Usaha Negara

PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan
dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan
Tanah Bagi Kepentingan Umum

PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali
dalam Putusan Praperadilan

PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran
Administrasi Pemilihan

PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
Tindak Pidana oleh Korporasi

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian
Ekonomi Syariah.

uuuuuuuuuuuuuuuuu



") Manajemen SDM

A\

JELET# )] Kebutuhan Kekurangan

1 Hakim

2 Panitera Pengganti 9.180 19.575
3 Jurusita 3.990 10.020
4 Pegawali 10.247 21.669

Jumlah 31.406 64.111




Komposisi SDM Peradilan Indonesia

Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Militer Peradilan TUN

No JABATAN MA  Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Jumlah
Banding Pertama Banding Pertama Banding Pertama Banding Pertama

1 Hakim Agung 48 - - - - - - - - 48
Hakim Tinggi
2 yustisial 54 i i i i i i i i 54
3 Hakim Yustisial 79 - - - - - - - - 79
Hakim - 653 3.199 475 2.993 18 120 41 309 7.808
5 Panitera - 675 4.835 335 2.898 16 Ry 78 311 9.180
Jurusita &
Jurusita
Pengganti . . 2.356 - 1.521 - - 4 109 3.990
Tenaga Non Teknis 1.332 957 3.978 669 2.502 102 302 80 325 10.247

Jumlah 1.513 2.285 14.368 1.479 9.914 136 454 203 1.054 31.406




SDM Berdasarkan

Jenjang Pendidikan
Tingkat Mahkamah Peradilan Peradilan Peradilan Peradilan

No Pendidikan Agung Umum  Agama Militer TUN  Jumlah %

1 SD 14 90 30 4 3 141 0,4%
2 SLTP/ Sederajat 199 3.777 1.286 229 135 5.614 17,9%
3 SLTA/ Sederajat 13 147 33 8 1 202 0,6%
4 DI 0 1 1 0 0 2 0,0%
5 DII 1 8 14 0 1 24 0,1%
6 DIII 74 465 356 11 31 937 3,0%
7 DIV 0 6 4 0 0 10 0,0%
8 Profesi 8 14 8 0 1 31 0,1%
9 §S1 716 8.616 6.937 251 751 17.288 55,0%
10 S2 495 3.420 2.630 85 321 6.947 22,1%
11 S3/ Doktor 36 72 92 2 ) 210 0,7%|

Jumlah




SDM Berdasarkan
Rentang Usia

65%
FRNEYEVIRN AR Usia Produktif

< 50 tahun
P T T




Pengembangan Kapasitas SDM

U d
Tahun Peserta

No Diklat Sertifikasi (orang) Diklat (hingga

e Diklat hakim

berkelanjutan
2015 2016
Diklat e Diklat panitera - ﬁﬁ%‘?
pengganti 1 Sertifikasi Ekonomi - 117 117

Berkelal’l]utal’l berke]anjutan' Syariah
* Diklat jurusita Sertifikasi Mediator 1.174

berkelanjutan,
Sertifikasi Hakim PHI 621

N\, : Sertifikasi Hakim 47 38 368
Perikanan
5 Sertifikasi Hakim Niaga 43 - 675
e Sertifikasi Hakim Sertifikasi Hakim Tipikor 119 119 1.880
Medlator, Haxim BH Sertifikasi Hakim 116 74 343
Hakim Niaga, Hakim Lingkungan

Lingkungan, Hakim Peradilan Pidana Anak
Sistem Peradilan

Pidana Anak, Hakim Jumlah 745 5.872
Ekonomi Syariah

82

Mahkamah Agung
Republlk Indonesia

mahkamaohagung.go.id
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4 kesesuaian dengan
standar akuntansi
pemerintahan;

0 kecukupan
pengungkapan
(adequate

disclosures),

O kepatuhan terhadap
peraturan
perundang-
undangan, dan

| O efektivitas sistem

pengendalian intern




Manajemen Keuangan

Rp8.964.879.492.000,00 J

Pagu
Indikatif

Realisasi

¢ | Rp8.603.808.709.000,00 l 93,93%
Perubahan :

Rp 8.262.025.149.541,00 J

Realisasi




o ) Alokasi Anggaran Per Program

Program

Pagu Awal Penghematan Pagu Perubahan

Bg?a@qgg;g;@a%k%gggﬁg ggsiiggggggn 7.193.290.909.000,00 125.000.000.000,00 7.068.290.909.000,00

2. progra A ana gl g 1.100.620.900.000,00 67.536.600.000,00 1.033.084.300.000,00

Program Penyelesaian Perkara 162.270.100.000,00 0 162.270.100.000,00
Mahkamah

Agung

4 Pogram Peningkatan Manajemen 116.141.000.000,00 0 116.141.000.000,00
aeradilan
mum

5. progiim Feningkatan Manajemen 71.956.600.000,00

-}

71.956.600.000,00

6. BossnRshREAEINAPTemen 2283100000000

()

22.831.000.000,00

7. Krogram Rindidikap dan belatihan 97.834.800.000,00 0 97.834.800.000,00
8. g‘fg?dgﬁ‘gargiﬁgsggggﬁaﬂSﬁgﬁﬁg}{}%‘am 31.400.000.000,00 0 31.400.000.000,00
an 8.796.345.309.000,00 192.536.600.000,00 8.603.808.709.000,00

P  ONe
T—

< ; /

| 18



4 ) Realisasi Anggaran Per Program

Program Dukungan Manajemen dan

e 6.799.624.931.459,00 94,54%
1. Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 7.068.290.909.000,00
Program Peningkatan Sarana dan 984.106.989.313,00 89.41%
2.  Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 1.033.084.300.000,00
Program Penyelesaian Perkara 154.390.611.944.00 95,14%
3. Mahkamah Agung 162.270.100.000,00
P Peningkatan Manaj
ografn eringratan 2anajetien 111.238.636.425,00 95,78%
4., Peradilan Umum 116.141.000.000,00
Progr;i\m Peningkatan Manajemen 70.476.420.504,00 97.94%
5. Peradilan Agama 71.956.600.000,00
P Peningkatan Manaj
TOBTE FeTLTERAtan Tanajetet 21.879.683.465,00 95,83%
6. Peradilan Militer dan TUN 22.831.000.000,00
Program Pendidikan dan Pelatihan 89.009.004.170,00 90,98%
7. |Aparatur Mahkamah Agung 97.834.800.000,00
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Mahkamah 31.298.872.261,00 99,68%
Agung 31.400.000.000,00
u

8.603.808.709.000,00 8.262.025.149.541 93,93%




Penerimaan PNBP

TARGET REALISASI

77.968.535508,00 70.285.229.268,00 90%




Penyelesaian Kerugian Negara

PERMA Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERMA
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan
Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di
Bawahnya.

Penyelesaian kerugian Negara sampai dengan 31 Desember 2015
sebanyak 404 Kasus dengan Kerugian Negara sebesar
Rp14.361.049.291,75

Data perkembangan sampai dengan 31 Desember 2016, terdapat
penambahan kasus sebanyak 92 Kasus sebesar Rp
6.057.541.037,85;

Jumlah kasus kerugian Negara di lingkungan Mahkamah Agung
sampai dengan 31 Desember 2016 adalah 496 Kasus dengan
kerugian Negara sebesar Rp 20.418.590.329,60.

Pada tahun 2016 kasus kerugian Negara mengalami kenaikan
namun kasus tersebut telah berhasil ditindaklanjuti 100% sehingga
kasus yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebesar nik

uuuuuuuuuuuuuuuuu



Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi
Pengawasan (Siwas),

| Penerapan Aplikasi Penghitungan Panjar
Biaya Perkara (e-SKUM),

Penerapan Aplikasi Audio to Text
Recording (ATR),

" Peningkatan Fungsi Sistem Informasi

ung
nes;!q

imahkamaohagun
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Pengembangan Sistem Informasi

Peningkatan Fungsi Portal Sistem Informasi Mahkamah
Agung RI Terintegrasi (SIMARI)

Peningkatan Fungsi Aplikasi Komunikasi Data Nasiona
(Komdanas),

— e -

Pengembangan Fitur e-Examsebagai bagian dari
peningkatan fungsi e-Learning Mahkamah Agung RI

(ELMARI),

Penerapan email dengan domain @mahkamahagung.go.id,

e = ————

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)



Instrumen
IEE
Pengawasan

Perma No 7 Tahun 2016 tentang Penegakan
Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Yang Berada di
Bawahnya

Pengawasan dan Pembinaan Atasan
Langsung di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Perma NO 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan (whistleblowing
system) di Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di Bawahnya

WHETERINNG

CVSTEM

Selzmat dmng

- o g 0y
RN

10 P prded e




Kinerja Pembinaan dan Pengawasan

Hukuman Disiplin Tahun 2016 Menunjukkan
Trend Menurun

180 172
160

140 132
120

100

80

30

6l

2014 2015 2016

M Berat SSedang S Ringan




v ) Hakim Yang diajukan ke Sidang MKH
S\

°
@)}
-
Q
2
3

2015 2016




/ Kinerja Penelitian dan
) Pengembangan Hukum dan Peradilan
\

Kegiatan

Penelitian Lapangan

Penelitian Kepustakaan

Jurnal Hukum dan Peradilan
Kompliasi dan Republikasi Putusan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peneliti dan Non
Peneliti

Seminar
Landmark Decision
Penelitian dan Kunjungan ke Luar Negeri

Jumlah




Peran di Dunia Internasional

Dewan Ketua Mahkamah Agung ASEAN
(Council of ASEAN Chief Justices),

Ease of Doing Business 2017 di Washington
DC, Amerika Serikat

ASEAN Judges Symposium on Law, Policy and
Climate Change,

Konferensi Hakim Perempuan di
Seattle,Amerika Serikat

po— — Mahkamah Agung
y nesia

\ahagung .goid

T — Kunjungan kerja dan studi banding ke negara-

. R negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. "‘; ;



Kerjasama dengan Lembaga

Internasional

European Union-UNDP ePengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga

Support to ]ustice Sector perad.ilan semakin. me'ningkat, . '
Reform in Indonesia eManajemen organisasi dan SDM melalui database manajemen

kinerja SDM

\ (SUSTA]N) edan implementasi berbagai kebijakan SDM lebih mutakhir

Australia Indonesia
Partnership for Justice
(AIP])

e Dukungan terhadap implementasi cetak Biru
pembaruan 2010-2035;

Kedutaan Besar Belanda |
melalui Program Judicial
Sector Support Program

L (JSSP)

e program pelatihan dan Workshop yaitu
pendidikan Hakim dan Jaksa serta penyusunan
sistem pengganggaran pengadilan

]apan International e penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI di bidang
c Hak Kekayaan Intelektual, serta Pendidikan dan

Cooperatlon Agency ‘ Pelatihan bidang HKI bagi Hakim baik di Jepang

(JICA) | maupun di Indonesia.

. . e mengirimkan Hakim-hakim dari lingkungan peradilan Mahk h A

Pemerintah Kerajaan agama untuk mendalami hukum ekonomi syari’ah di Re%ub?im%dor?gs?c?
Arab Saudi Sekolah Tinggi Peradilan Al-Imam Muhammad Ibnu R

Saud Islamic University
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Agung

ndonesia
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